BaB I

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan
2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan feromena menarik dalam kehidupan masyarakat
di nepara. Ini tercermin daci pengertian pajak itu sendiri yaitu
“pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh
masyaraket kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-
undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatw balas jasa
secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna
meningkatkan kualites masyarakatnya”. Dari pengertian tersebut
terlihat adanya dua pihak saling berhadapan yaitu masyarakat dengan
pemerintah atau negara. Babwa melalui sarana pajak maka sebagian
harta keksyaan masvarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan
sistem dan mekanisme vang tzlah ditetapkan. Walauvpun masyarakat
tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara karena
pembayarzn pajak tersebut.

Ada banyak definisi atan batasan pajak yang telah dikemukakan
oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarmnya memiliki tujuan
yang sama yaitu meneruskan pengertian pajak sehingga mudah

dipahami. Definisi-definisi tersebut antara lain:
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Rochmat Soemitro (2809,1) menyatakan :
“pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-
undang (vang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan dan dikemukakan
dalam buku Pajak dan Pernbangunan,
Siti Resmi (2009,1) imleyﬁmkmj :
“ pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara
untuk membiayai pengeluaren rutin dan pemasukannya digunakan
untuk public saving vang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment ™

Pajak menurut Passl T UL MNe.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
umum dan tata cara perpajakan adalah

“konsiribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan
tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi tersetut, dapar diuraikan beberapa kesimpulan tentang
pajak, antzra lain
1. Pajak dipungut oieh Negera (pemerintah pusat maupun pemda)

berdasarkan  kekuatan Undang- Undanng serta  aturan

pelaksanaannya.
2. Dalam pembayvaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya konira

prestasi individu oleh pemerintah atan  ada bubungan langsung

antara jumlah pembavaran dengan kontra prestasi secara individu.
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3. Penyelenggarasn pemeriniah secara umum  merupakan  kontra
prestasi dari negara

4. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus
digunzkan untuk public invasment.

5. Pajak dipungut disebebkan adanya swatu keadaan, kejadian dan

perbuztan yang memberikaa kedudukan tertentu kepada seseorang.

2.1.2 Jenis Pajak
Jenis pajak vang berlaku di Indonesia berdasarkan pihak yang

menanggung :

Pajak dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

a. Pajak langsung
Pajak langsung adalah patalc yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Dalam arti administratif pajak langsung dikarenakan pada waktu
tertentu dan periodik, dimana besarnyva pajak yang dipungut tertera
dalam surat ketetspan.Contoh: Pajak Penghasilan yang menjadi
beban orang atzu badan yang bersangkutan dan tidak boleh
dibebankan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung
Pajek tidak langsung adaleh pajak vang dapat dilimpahkan atau
digeserkan kepada crang lain. Dimena pungutan dapat dilakukan

pada setiap saaf atvx sewakiu- waktu dan besamnya tidak dituliskan
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dalam surat ketetapan pajak. Contoh: PPN, dimana produsen sebagai
Wajib Pajak dapat menggeserkan beban pajak tersebut kepada

pembeli.

2.1.3 Fungsi Pajak
Terdapat beberapa fungsi pajak, antara lain yaitu :
1. Fungsi penerimaan (Dudgeter)

Sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-
banyakaya ke dalum kas regara dengan tujuan untuk membiayai
pengeluaran negara, yaitu pengelnaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi mengatur Feguder)

Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang
keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya. Pertahanan
keamanan, seperti :

a. Mengadakan perubshan-perubahan tarif.
b. Memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan

atau sebaliknya, vasg ditunjukan kepada masalah tertentu.

2.1.4 Jemis Pajak Berdasarkan Kewenangan Pemunguian
Dapat digolongkan menjadi dua, yaitu
1. Pajak Megara {Pusat)
Pajak negara adalab paja};: yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan penyelenggaraan pungutan di daerah dilakukan oleh Kantor

P R TR PR



10

Pelayanan Pajal:  setempat dan  hasilnya digunakan untuk
membiayai rumak tangga Negara pada umumnya.
Conich: PPh, PBB. PPh atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah,

2. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada
Pemerintah Daersh, baik pada tingkat propinsi, kotamadya atanpun
kabupaten yang hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan
romakl: tangga daerah.

Contol: Pajak kendaraan Bermotor, bea balik nama dan sebagainya.

2.1.5 Sistem: Pemungutan Pajak

1. Official  Assessmgnt  Systzm, sistem pemungutan pajak  ini
memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk
menentukan besarnva  pajak  terhutang  wajib  pajak.  Sistem
pemungutan pajak ini sudzh tidak berlaku lagi setelah reformasi
perpajakan pada tahun 1984, Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini
adalah (i) pajak ierbutang dihiteng oleh petugas pajak, (ii) wajib
pajak bersifat pasit, den (ii) hutang pajak fimbul setelah petogas
pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat
ketetapan pajak.

2. Self Assessment System ; sistemn pemungutan paiak ini memberikan

weweneng kepada wajib pajak  wuntuk  menghitung sendiri,
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melaperkan sendiri, dan membayvar sendiri pajak yang terhutang
yang seharusnya dibayar.
Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada
aktivites masyarsba: sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan
uniuk :
a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
¢. Membayar sendciri jumlah pajak yang harus dibayarkan.
d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
Tats cara ini berhasil dengan baik apabila masyarakat sendiri
mempunyai pengeiahuan dan disiplin pajak yang tinggi.
. Withholding Svstem ; sistem pemungutan pajak ini memberikan
wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan
memungut besarnve pajak yang terhutang oleh wajib pajak, Pihak
ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.
Seiring dengan berjalannya revormasi perpajakan tahun 1993 yang
menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem  dan
mekanisme pemungutan pajak ( dari  official assessmeni system
menjadi self assessment system ), dalam hal ini wajib pajak dapat
menghitung, menverorkan sendiri jumlah pajak vang terutang serta
melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
( SPT ). Dan dalam sistern ini wajib pajak harus aktif dalam urusan

membayarkan pajskaya.




Dalam Official Assesment system, tanggung jawab pemungutan
pajak terletak sepenuluiya paca penguasa pemerintahan yang diwakili
oleh fiskus sebagaimnna tercermin dalam sistem penetapan pajak yang
sepenuhmya menjadi wewenang adminisirasi perpajakan. Wajib pajak
hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah
ditetapkanoleh fiskus.

Dalam self assessment system kepercayaan penuh dipegang oleh
wajib pajak, namun wajib pajek tidak diperkenankan menyalahgunakan

kepercaysan yang teluh diberikan oleh fiskus (pegawai pajak ).

2.2 Pajak Atas Jasa Oufscuring
2.2.1 Definisi Quiseurcing

Ouisourcing adalah kegiztan memberikan jasa dalam suatu bidang
usaha, kegiatan atau pekejaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi
jasa dengan diseria: keterlibaran Jangsung tenaga kerja tersebut dalam
pelaksanzannya. Terjadinya Cutsourcing diawali dengan adanya
perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pibak.
Supaya terjadi persetujuan yang sah dalam outsourcing , perlu dipenuhi
empat syarat;
1. kesepakatan mercka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan uvnivk membnat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu

4,  suatu sebab yang tidak tarlarang
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2.2.2 Undang-undang Mengenai Oufsourcing
Untuk mengantisipasi kontra yang terjadi dalam penggunaan
outsourcing; maka dibuat Undang-undang No.13/2003 fentang
Ketenagakerjaan, yang didulamnya ferdapat pasal-pasal yang terkait
langsung dengan oufsowrcing. Berikut dijabarkan isi dari undang-
undang tersebul.
t. Pasal 50 - 53, Perjanjian Kerja
2. Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
juga menegaskan bahwa :

Perjanjian kerja dibuat atas dasas:

a. Kesepakatan kedua belah pihak.

b. Kemampuan atzu kecakapan melakukan perbuaten hukum.

c. Adanya pekerjaan veng diperjanjixarn.

d. Pekerjaan yapng diperjanjikan tidak berteniangan dengan
ketertibanr umum, kesusilaan, dan perataran perundang
undangan yang berieku.

3. Pasal 56 — 59, Perjanjian Kerja ‘Wakiu Tertentu (PKWT)

Pasal 59

1. Perjanfan kerja unwk wakiu tertentu hanya dibuat untuk
pekerjaan tertentu vang menurut jenis dan sifat ataw kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. Pekerjaan veng sckali selesai atan yang sementara sifatnya.

e e
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b. Pekerjaan vang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tabun.

¢. Pekerjaan yang bersifal musiman.

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan
atan penjajakan.

2. Perjanjian kerja untulc wakia tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetan.

3. Perjanjian kerja untul: walktu tertentu dapat diperpanjang atau
diperbaharui.

4. Perjanjian kerja unimk waktu iertentun yang didasarkan atas
jangaka waktu terteniu dapst diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama | {satu) fabun.

4, Pasal 60 — 63, Perjanjian Kerja Wakin Tidak Terbatas (PKWTT)
5.Pasal 64 — 66, Outsovrcing

Pasal 64

Perusahaan dapat mernyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

1. Penyerahan sebagisn pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan

lain dilakukan melalani peranjian pemborongan pekerjaan yang
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dibuat secara tertulis.

2. Pekerjaan yang dapa: diserahkan kepada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-
syarat sebaga berikut:

a.  Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung
dari pemberi pekerjaan;

c. Merupaken kegiatan penunjang perusahaan  secara
keseluruhan: dan

d. Tidak menghambas proses produksi secara langsung

3. Perusahaan lain sebagzimana dimaksud dalam ayat (1} harus
berbentuk badan hukur.

4. Perlindungan kerja dan syarat - syarat kerja bagi pekerja/buruh
pada perusahasn fain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
sekurang-kurangnya cama dengan perlindungan kerja dan
syarat-syarat kerja pada perusabaan pemberi pekerjaan atau
sesuai dengan peraturan perundang-undangen yang berlaku.

5. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalarn ayat 72) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.

6. Hubungan kegja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana

dimaksud daiam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara
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kecuali untuk kegiatan jasa pemunjang atas kegiatan yang tidak

berhubungan langsung dengan proses produksi.

2.2.3 Langkah-Langkah Penerapan Sistem Quésourcing

Ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan
dan putusan Mzhkamah Konstitusi pada tahun 2004, menjadi legitimasi
tersendiri bagi keberadaar ouisowrcing di Indonesia. Artinya, secara
legal formal, sistem keria euisourcing memiliki dasar hukum yang kuat
untuk diterapkan. Keadsan demdkian yang membuat pengusaha
menerapkan sistem ini.

Dimuainya ketentuan cufsourcing pada Undang-Undang Tenaga
Kerja dimaksudkan untuk mengundang para invesior agar mau
berinvestasi di Indonesia.

Penggunaan ouiscurcing seringkaii digunaken sebagai strategi
komnpetisi perusahaan unfuk fokus pada core business-nya. Namun,
pada prakteknya oufsourcing didorong oleh keinginan perusahaan untuk
menekan cost hingsa serendah-rendelmya  dan  mendapatkan
keuntungan beriipat ganda walaupua seringkali melanggar etika bisnis.

Berdasarken hasil penelitian terhadap 44 perusahaan dari berbagai
industri terdapat lebih dari 0% perusahaan di Indonesia menggunakan
tenaga outsource, yaitu sebesar 73%. Sedangkan sebanyak 27%-nya
tidak menggunakan tenaga oufsource dalam operasional di

perusahaaniya.
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Dari 73% perusehaan  vang menggunakan tenaga oulsource
diketahui 5 alasan menggunakan outscurcing, yaitu agar perusahaan
dapat fokus terhadap core business (33.75%), untuk menghemat biaya
operasional (28,75%), wwrn over karvawan menjadi rendah (15%),
modernisasi dunia usahz daa lainnya, raasing-masing sebesar 11.25%,
seperti terlihat dalam: gambar 4. Adapun yang menjadi alasan lainnya
adalah :

a. Dfektifitas manpower
b. Tidak perlu mengembangkan SDM untuk pekerjaan yang bukan
uiama.
¢. Memberdayzkan anak perusabaan,
d. Dealing withunpredicted business conditior.
Gacbar 2.1
Alassn Menggunakan Ouisourcing

Perusahaan dapat fokus terhadap |

[}
o husingss | 33.75%

Penghamatan biaya | 28.75%

Turn over karyawan imanjadi rendah 15410%
11.28%

Modernisast dunia usahea

Lainnys, seperti. efatediss mingpaeer, ¢ 11.25% n =44

Sumber : Riset PPM Manajemen (data diolah kembali oleh penulis)
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Outsoureing; tidak terlepas dari perusahaan penyedia (provider)

jasa tenaga outsource. Perasahaan harus memilih provider yang sesuai

dengan apa yang dibutuhkan dimena perusahaan oufsourcing tersebut

barus teruji kuelitas yang dijanjixan, serta adanya kesepatan untuk

riembuat hubungan jangka panjang.

2.2.4 Masalah Umum Dalam Fenggunaan Quisourcing

1.

42

Penentuan partner ouiscurcing

Hal ini menjadi sangat krusial karena partner owisourcing harus
mengetahui apa yang menjedi kebutuban peruszhaan serta menjaga
hubungan baik dengan pariner cuisourcing.

Perusahaan oufsourcing hams berbadan hukum. Hal ini bertujuan
untuk melindungi hak-hak tenage owfsource, sehingga mereka
memiliki kepastian hukuam.

Pelanggaran ketentuan ausourcing.

Demi mengurangi biaya produksi, perusahaan terkadang melanggar
ketentuan-ketentuan  yang berlaku. Akibat yang terjadi adalah
demonstrasi buruh yang meruntot hak-haknya, Hal ini menjadi
salah satu perbatian bagi invesior asing untuk mendirikan usaha di

Indonesia.

. Perusahan owutsourcing wmemotong gaji- tenaga kerja tanpa ada

batasan, sehinggayang mercka t2rima berkurang lebih banyak.
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2.2.5 Keefektifan Quisourcing

Dengan melihat alasan menggunakan oufsourcing, faktor-faktor

pemiliban perusahaan penyedia jasa owfsourcing, serta kepuasan

perusabaan terhadap tenaga outsourcing, scbanyak 68.2% menyatakan

bahwa penggunaan tenaga outsource dinilai efektif dan akan terus

menggunakan outsonrcing dalam kegiatan cperasionalnya.

Untuk dapat Iebih efekiif disarankan adanya:

a.

Komunikssi dua ash antara perusahaan dengan provider jasa
outsource (Service Level Agreemenf) akan kerjasama, perubahan
atau permasalahan vang terjadi.

Tenaga outsource telah di iraining terlebih dahula agar memiliki
kemampuan/ketrampilan.

Memperhatikan hak dan kewajiban baik pengguna oufsource
maupun  tenaga kegja yang difulis  secara detail dan
mengingformasiken apa vang menjadi hak-haknya.

Sedangkan yang menyebabkan outsourcing menjadi tidak efektif

adalah kavena kurangnya iwowiedge, skill dan aititudedari tenaga

outsourcing.

2.2.6 Pengertian Kontrak Kerja

Kontrak Kerja/Perianjian  Kerje menurut  Undang-Undang

No0.13/2003 tentang Kefenagakerjaan adalsh perjanjian antara
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pekerja/buruh dengan pengusaba atau pemberi ketje yang memuat
syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Syarat pembuatan kontrak kerja :
Menurut pasal 54 Ul No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat
secara tertulis sekurang kurangnya :hams memuat:
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
b. nama; jenis leelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
¢. jabatan atau jenis pekerjaan
d. tempat pekegjaan
¢: besarnya upah dan cara permbayarannya
f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/burah .
o. mulai dan jangka waki berlakunya perjanjian kerja
h. tempat dan tanggal perjanjian xerja dibuat; dani. tanda tangan para

pihak dalam perjanjian kerja.

2.2.7 Jenis Kontrak Kerja
1. Menurut bentuknya
a. Berbentuk Lisan’ Tidak tertulis
Meskipun kontrak keria dibuat secara tidak tertulis, namun
kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan
pengasaha  unwk  meleksanakan  ist  kontrak kerja

tersebut. Tentn ssja kontrak kerja jenis ini mempunyai
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kelemahan fatal yaitu apabila ada beberapa isi konirak kerja
yang ternyata tidak difaksanakan oleh pengusaha karena tidak
pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan pekerja.

b. Berbentuk Tulisan .
Perjanjian yang ditvangkan dga.lam bentuk tulisan, dapat dipakai
sebagai bukti terwlis apabiﬁé muncul perselisihan hubungan
industrial vang memeriukon adanya bulti-bukti dan dapat
dijadikan pegangan terutama bagi burah apabila ada beberapa
kesepakatan yang tidak dileksanakan oleh pengusaha yang
merugikan burch Dibuat dai::im rangkap 2 yang mempunyai
kekuvatan hukum vyang smm;a, masing-masing buruh dengan
pengusaha  harus m@ndapai dan menyimpan Perjanjian
Kerja (Pasal 54 ayat 3 UU 13,2003).

2. Menurut wakiu berakhirnya

a. Perjanjian Kerja Wakiu Terter:tu (PEWT)
Perjanjian. Kerja Wakin Te;f‘tentu (PKWT) yang pekerjanya
sering disebut karyawan %{om:mkadalaﬁl perjanjian kerja antara
pekeria dengan pengussha untuk mengadakan hubungan
kerja dalam wakiu terterta zm;m untik nekerja tertentu,
PXWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikui:
1. Didassrkan atas jangka wakiu paling lama tiga tahun atau

selesainya suatu peherjaan tertentu.
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2. Dibuat secara iezrm}i:;: dalam 3 rangkap : untuk buruh,
pengusaha  dan Ezgisnaker (Permenaker No. Per-
02/Men/1993), apabila dibuat secara lisan maka dinyatakan
sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

3. Dalam Bahasa Indonesia dan haruf latin atau bahasa asing
dengan Bahasa Indonesia sebagai yang utama.

4, Tidak ada masa percobaan kerja (probatiom), bila
disyaratkan maka perjanjian kerja batal demi hukum (Pasal
53 UU No. 13/2003).

Isi dari PKWT bersifat shengatur hubungan individual antara
pekerja dengan p@r%ﬁhmni@»ﬁ%ngusaha, contohnya : kedudukan atau
jabatan, gajiupah pekerja, ?tmijaugam serta fasilitas apa yang
didapat pekerja dan hal-hal Iain yang bersifat mengatur hubungan
kerja secara pribad:,

b. Perjanjian Kerja Wakiu Tidak Tertentu (PRWTT)

Bercasarkan Pasal | angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja

dan  Transmigresi Re;pub}ik Indonesia Nomor KEP.

100/MEN/VI/2604 ’E"entahg Ketenwuan Pelaksanaan Perjanjian

Kerja Waktu Terfentu, ;pengeﬁian Perjanjian Kerja Wakiu

Tidak Tertentu adalah g;erjanjian kerja antara pekerja/buruh

dengan pengusaha untu%%; mengadakan hubungan kerja yang

bersifat tetap. Peskmjanyaé sering disebut karyawan tetap.
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Selain tertuiis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan
tidak:  wajib ifg’;;{:n(ia];at pengesahan  dari  intstansi
ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan maka
perusahaan  wajib  membuat suratpengangkatan kerja bagi
karyawan yeng bersangiutan. PKWTT dapat mensyaratkan
adanya masa percobean kerja (probation) untuk paling lama 3
(tiga) bulan, bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka
demi hukum sejak bulan keempat, si pekerja sudah dinyatakan
sebagai pekeria tetap (PKWTT). Selama masa percobaan,
perusahaan wajib memba%yar upah pekerja dan upah tersebut

tidak boleh lebik rendah dari upah minimum yang berlaku.

2.2.3 Jemis dam Sifat Pekerjnzr Yaug Diperbolehkan Menggunakan
Perjanjian
1. Kerja waktu tertentu
a. Apabila pekerjaan dapat Ciselesaikan lebih cepat dari yang
diperjanjian maka perjanjian kerja wektu tertentu tersebut putus
demi hukum pada saat selesaiaya pekerjaan.
b. Dalam perjanjian kerja wektu tertentn  harus mencantumkan
batasan suatu pekerjaan dinya:takan selesai,
¢. Apabila pekerjaar tersebut belum dapat diselesaikan, dapat

dilakukan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu .
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d. Pembaruan perjanjian kerja wakiu tertentu dilakukan setelah masa

tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

Setama tenggang waicu 30 hari tersebut, tidak ada hubungan ketja

antara pekerja dan perusahaan/pengusaha.

2. Pekerjaan Musiman

a.

Perjanjian kerja wakiu tertentu ini hanya dapat dilakukan untuk
satu jenis pekerjazn pada musim tertentu.

Pekerjaan — pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi
pesanan/ targes testentu dapat dilakukan dengan perjanjian kerja
waktu tertentu sebagai pekerjaan musiman.

Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan musiman tidak

dapat dilakukan permbaruan.

3. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegistan baru, atau

produk tambahan yang masih dalam parcobaan atau penjajakan.

a.

IS

Perjanjian kerja wakin tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya
dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan
dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 tahun.
Perjanjian kerja waktu tertentun untuk pekerjaan ini tidak dapat
dilekukan pemberuan,

Perjanjian kerja wakin te:ﬁenta hanya boleh diberlakukan bagi
pekerja yang melakukan pekerjaan di lvar kegiatan atau di lvar

perkerjaan yang biasa dilakukan perusahaan
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4. Pekerjaan harian/ Pekerja lepas

a. Perjanjian kerga waktu tertentu dapat dilakukan wuntuk
pekerjaan — pekedjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal
wakiu dan volune pekerjaan serta upah didasarkan pada
kehadiran.

b. Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerja harian lepas
dilakukan dengsn ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21
hari dalam 1 bulan.

c. Apabila pekerjz harian bekerja selama 21 hari atau lebih
selama 3 bulen bermuru-turut maka perjanjian kerja waktu
tertentu berubah menjadi perjanjian kerja wakiu tidak tertentu

d. Pengusaha vang mempekerjakan pekerja harian/lepas wajib
membuat perjaniian kerja secara tertulis perjanjian kerja waktu
{ertentu.

e. Perjanjian kerja tersebut harus memuat sekurang - kurangnya,
Nama/alamai perusahasn atau pemberi kerja, nama/alamat
pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan dan bersarnya upah
dan/atau imbalan fatunya.

Perjanjian kerja wakiu tertentu dapat dilakukan paling lama dua
tahun. Apabila pengussha ingin melakuken perpanjangan kontrak, maka
pengusaha wajib memberiishukan maksud perpanjangan tersebut secara

tertulis kepada pekerja paling lama wujuh hari sebelum komntrak berakhir.



Menurut UU No.13/2003 pasa} 39 ayat 4, Perjanjian Kerja Wakiu
Tertentu (PKWT) hanya boleh di}'jakukan paling lama dua tahun dan
hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu
tahun.

Pengusaha/ perusshasn vang bermaksud memperpanjang PKWT
tersebut, harus memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang
PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan, paling lama 7
(tzjuh) hari sebelura PKWT berakhir. Jika pengusaha tidak
memberitahukan perpanjangan PKVT ini dalam wakktu 7 (tujuh) hari
maka perjanjian kerjanva baial dem;-j hukum dan menjadi Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Terteniu (_FKWTT), seperti yang diatur dalam UU
No.13/2003 pasal 59 ayal &,

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi .Repu%lik Indonesia Nomor KEP.
100/MEN/VI/2004 Teatang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertents, bahwa PXWT havya dibuat untuk paling lama 3 (tiga)
tahun.

PKWT wyang dilckukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka
perjanjian kerjanya bata! demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan tersebut

menjadi karyawan permanen — UU No.13/2003 pasal 59 ayat 7.
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21
2.3.1 Definisi Pajak Penghasiian Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasai 21 adalah pajak atas penghasilan berupa
zaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak orang pritadi dalam negeri sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dar kegiatan vang dilakukan oleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam regeri.

Pembayaran PPh ini dilakvkan dalam tashun berjalan melalui
pemotong oleh pihalc-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan
pemotongan, penyetoran ¢an pelaporzn PPh Pasal 21 adalah pemberi
kerja, bendaharawan pemerintah. dana pensiun, badan, perusahaan,
penyelenggara kegiatan.

Jumlah pajak vang telah dipotong dan disetorkan dengan benar
oleh pemberi kerja den pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib
Pajak untuk dijadikan kredit pajax atzs PPh yang terutang pada akhir

bulan.

2.3.2 Pemotong Penghasilan Passl 21
Pemotong penghasilan pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau
badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak
penghasilan dan terakhir divbah dengan UU No. 36 Tahun 2008 untuk
memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam

peraturan meniri keuangan Nomor 252/KME.03/2008 adalah :
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. Pemberi kerja yang terdiri dari crang pribadi dan badan, baik

merupakan pusat msupun cabang, perwakilan atau unit yang
membayar gaji, upah, honorarum, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama dan deslam bentuk apapun, sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaar stau jasa yang dilakukan oleh pegawai

atau buka pegawai.

. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara

pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi

TNI/POLE], pemeriniah Dacrah atau lembaga negara lainya. Dan

kedutaan Febublik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji,

upah, honorarium, fnnjangan dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bnetuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa

dan kegiatan,

Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan

badan-badan lain yang rms:mbafark&u uang pensiun, tunjang hari tua

atau jaminan hari tua.

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

serta badan yang mermbayar ¢

a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imlaban sehubungan
dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga
ahli yang melakuksn pekeriaan beban dan bertindak vntuk dan

atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya.
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b. Honorarium atau pembayaran lamn sebagai imbalan sehubungan
dengan kagiatan dan jasa yzmg dilakukan oleh orang pribadi
dengan status Subjek Pajak Lum:Negeri.

c. Honorarium atau imbalan Eafh kepada peserta pendidikan,
pelatihan, dan magang.

d. Penyelenggara kegiatan iermasuk badan pemerintah, organisasi
yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang
pribadi, serta lembaga lainya j}ang menyelenggrakan kegiatan,
yvang membayar honorarium, ijaadiah atau penghargaan dalam
bentuk apapun kepada Vajib P?jak orang pribadi datam negeri
berkenan dangan staius segiatan

Tidak termasuk sebagai peraberi kerja yang mempunyai kewajiban

wntuk melakukan pemotonger pajak sdalal :
1. Kantor perwakilan negare using I
2. Organisai-organisasi internasional sebagai mana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) hurof ¢ I.Eﬂs:‘ﬁang-?i.mdﬁng Pajak Penghasilan, yang

telah ditetapkan oleh Menteri Kevangan,

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas yang sem;jita-mata mempekerjakan bukan
dalam rangka melakukan pﬂfﬁimjm‘;n rumab tapgga atau pekerjaan

bukan dalam rangka melekukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.



4.

31

Dalam hal organisai irternasional tidak memenuhi ketentua tersebut,
organisasi internasioan! dimaksud merupakan pemberi kerja yang

berkewajiban melakukan pemctongan pajak.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajai

Hak-hak wajib pajak adalal :

1.

b2

A8}

Wajib pajak berhak meminia bukti potong PPh pasal 21 kepada
Pemotong Pajak. Jumlish PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat
dikreditkan dari PPh uniuk tabun pajak yang bersangkutan, kecuali

PPh pasal 21 yang bersifat fipat.

. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur

Jendral Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak
tidak sesuai dengan peraturan yang berlakt Pengajuan surat
keberatan ini dilakukan dengan bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlzh pajak yang dipotong menurut perhitungan
Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan
surat keberatan ini dilakukan dalam jangka wakiu tiga bulan setelah
tanggal pemotong, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka wakiu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keaadaan

di luar keluasaan,

. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis

dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai
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keberatan yang ditetapkan ol&:ﬁ% Direktur Jendral Pajak. Permohonan
banding iri diajukan sacara ‘Eer‘éuEi.s dengan bahasa Indonesia dengan
alasan yang jelas, dan di[&kukalé dalam jangka waktu tiga bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri S%aiinan surat keputusan tersebut. Apa
bila Badan Peradilan Paiak iéeium terbentuk, maka permohonan
banding dapat diajukan k@p&d&? Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Putusan Badan Penyeiesaian  Sengketa Pajak bukan merupakan
keputusan Tata Usszha Negara.

i

2.3.4 Objek PPh Fasal 21

Penghasilan vang dipotong FPh pa?sai 21 adalah:

I.

]

Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik berupa penghasilan

yang bersifat teratur maupun tiidak teratur.

Penghasilan yang diterima amiu diperoleh penerima pensiun secara
!

teratur berupa vang pensiun a‘uiiu penghasilan sejenisnya.

Penghasiian sehubungan den;jgan pemutusan hubungan kerja dan

penghasitan sehubungan demi;gan pensiun yang diterima secara

sekaligus berupa aang pesmig%on, vang manfaat pensiun tunjangan

hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lainnya,
!
Penghasilan pegawai tidak t&;tap atau tenaga kerja lepas, berupa

upah harian, upah mingguan, x:s;ipah satuan, upah borongan atau upah

yang dibayarkan secara bulanan.
|
|
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Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium;

komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjzan jasa dan

kegiatan yang dilakukan.

Imbalan kepada peserta kegiaten, antara lain berupa uang saku,

uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan

dengan nama dalam bennk apapun dan imbalan sejenis dengan

nama apapun.

Penerimaan dalam bentuk natura dan/atan kepikamatan lainya

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

a. Bukan wajib pajak

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final ataw

c. Wajib Pajak yang dikenakar pajak Penghasilan berdasarkan

norma perhitungar. klsus ( deemed prajif)

2.3.5 Bukan Objek PPh pasal i1

Tidak termasuk dalam pengertian pengahasilan yang dipotong PPh

pasal 21 adalah:

lw -

Pembayaran manfaat atai santunan asaranst dart perusabaan asuransi
schubungan dengan asuransi keschatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.

. Penerimaan dalam bentuk naturs atau kenikmatan dalam bentuk

apapun yang di berikan oieh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali



penghasilan yang diatar dalam: poin 7 “Penghasilan yang Dipotong

PPh pasal 21",

. luran pensiun yang dibayarken kepada pensiun dan pendirinya telah

disahkan cleh Menteri Keugangan, juran tunjangan hari tua atau iuran
jaminan hari tua kepada badan nenyelenggara tunjangan hari tua atau
badan penyelenggars jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh

pemberi kegja.

. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau

lembaga amal zakat vang dibentuk aiau disahkan oleh Pemerintah.
Atau sumbangan ke agamasn yang sifainya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Tndonesia yang diterima oleh orang pribadi
yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk afau disahkan

oleh Pemerintah.

. Beasiswa sebagaimana di maksud dalam peraturan Menteri

Keuangan Nomor 246/PMEL03 2008 sebagai berikui:

Beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 2ladalah
penghasilan berupa beasiswa yang diterima oleh Warga Negara
Indonesia dari Wajis Pajak pemberi beasiswa dalam rangka
mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar,
pendidikan menengab, dan pendidikan tinggi kecuali dari objek

pajak penghasilan.
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Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerimaaan beasiswa
mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau

pengurus Waiib Pajak pemberi begsiswa.

2.3.5 Perhitungan PPh Pasal 21 Untuli Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
1. Pegawai tidak tetap ateu atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon
pegawai yang meneriina spah harian, upah mingguan, upah satuan,
upah borongan, upah saku harian atau mingguan,

a. Tentuken jumlah wpaly vang sakw harian, rata-rata upah/ uang
saku yang diterima ataus diperoleh dalam sehari;

1. Upal/ uang suku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja
dalarn seminggu

2. Upah satuan dilelikan dengan jumlah rata-rata satvan yang
dihasillcan dalam sehari

3. Upah borongan ¢ibagi dengan jumlah hari yang digunakan
untuk menyelesakan pekerizan borongan.

b. Dalam hal upah/ vang saku harian atau rata-rata upah saku harian
belum melebihi Rp 200000 dan jumlah kumulatif yang
diterimsaatan diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan
belum raelebihi Rp 2.025,000,00, maka tidak adaPPh Pasal 21

yang harus dipotong.
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¢. Dalam hal upal/ usng saku harian atau rata-rata upah saku harian
telah melebihi Rp 20,0(}0100 dan sepanjang jumlah kumulatif
yang diterima dalamy bulan kalender yang bersangkutan belum
melebihi Rp 2.025.000,00. maka PPh Pasal 21 yang harus
dipotong adalabk sebesar upsh/ uang saku harian setelah dikurang
Rp 200,000,00, dikalikan 5‘%»-;%.

d. Dalam hal jumlah X@imulaﬁé‘ vang diterima atau diperoleh dalam
bulan kalender vang bersangkutan telah melebihi Rp 2.025,000,00
dan kurang dari Rp 7.000,000,00, , maka jumlah yang dapat
dikurangkan dari penghasilan brito adalah sebesar PTKP yang
sebznarnyva. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk
jumlah hari kerja vang seberamya yaitu PTKP setahun dibagi 360
hari. |

e. Dalam hal jumiah camulatis yang diterima atau diperoleh dalam
bulan kalender yang bersangkuian telah melebihi Rp
7.000,000,00, maks PPh Pasal 21 vyang dihitung dengan
menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah
upah bruto dalam satu bulan yang di setahunkan setelah dikurangi
PTEP dan PPh Pasal 21 ha;siél perhitungan tersebut dibagi 12.

2. Pegawai tidak tetap stau tem&ga keria lepas, pemagang dan calon
pegawai yang mernerima upah yang dibayarkan secara bulanan. PPh

21 dihitung dengan mererapkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

atas jumlah upah bruto vang disetahunkan sertelah dikurangi PTKP.
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PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil
perhitungan tersebat dibagi 12.
2.3.7 Contoh Penghitungan Pematong PPh Pasal 21
Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai

tetap,
Contoh 1, Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan
Nando bekerja pada Universitas Nusantara dengan memperoleh gaji
sebulan berupa gaji pokck Rp 3.500,00,0G0, tunjangan struktural Rp
4.,000,000,00, tunjangan profesi Rp 3.500,000,00. Nando membayar
iuran pensiun sebesar Fp [00.000,00. Nando menikah tetapi belum
mempunyai anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalal :

Gaji pokok sebulan Ry 3.500,00,00
Tunjangan struktural Rp 4.000,000,00
Tunjangan profesi Ry 3.500,000.00
Total penghagilan bruio sebulan Rp 11.000,606,00
Pengurang:

1. Biaya jabatan (5% X Rgp 11.000,000,00)

= Rp 550,000,00, maks. Diperbolehkan Rp 500.000,00

2. Turan pensiun Rp 100,000.00
Rp 600,000.00
Penghasilan neto sebulan Rp 10,400,000,00

Penghasilan neto setahun: Rp 124,000,000,00
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12 x Rp 10,400,000,00

PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendriri Rp 24.300,000,00
- tambahan WP kawirn Rn 2.025,000,00
Rp 26.325.000.00
Penghasilan kena pajak setahun Rp 97,675,000,00

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp 50,000,000,00 Rp 2.500,000,00
15% x Rp 47,675,000.00 Rp 7.151.250.00
Rp 9,651,250,00

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 9,651.250,00: 12 Rp 804,270.83

Catatan :

a. Biaya jabatan adalak biava yang mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang dapat dikurangi dari penghasilan
setiap orang yang bekesla sebagai pegawai tetap tanpa memandang
mempunyai jabatan atau fidak

b. Contoh di atas berlaku apabiia pegawsai yang bersangkutan sudah
memiliki NPWP. Dalarn hal pegawai vang bersangkutan belum
memliki NPWP, maka jumiah PPh Pasal 21 yang harus dipotong
adalah sebesar :

120% x Rp 804,270.85 = Rp 963,124.99
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2.4 Pajak Penghasilan 23

2.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 zdalah pajak yang dipotong atas

penghasilan yang berasal dari modal, penyeraban jasa, atau hadiah dan

penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan

atau terstang oleh badan pemerintah aau subjek pajak dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan

peruszhaan luar negeri lainnva. Subjek Fajak atan penerima penghasilan

yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam

neger: dan Bentuk Usaha Tetap.

2.4.2 Pemotong dan Penerima PPh Pasal 23

1.

2.

Eadan pemerintah

Subjek pajak badan dalam negeri

Penyelenggaraan kegiatan

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Perwakilan perusahaan luar negeri lainnva

Wajib pajak orang pribadi dalam negert tertentu yang ditunjuk oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak scbagai Pemotong Pajak
Penghasilan Pasal 23, yaitu

a; Akuntan; arsitek; dokter, notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) kecuali Pejabai Pembuat Akta Tanah tersebut adalah
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camai, pengacaya, dan konsultan yang melakukan pekerjaan
bebas; atau
b. Orarng  pribadi  yang  menjalankan  usaha  yang

menyelenggarakan pembukuan atas pembayarain berupa sewa.

2.4.3 Tarif daz Objek Pajak ¥Ph 23

L

15% dari jumiah bruzo atas:

a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi
dikenakan final, bunga, dan royalti;

b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipoiong PPh pasal
21.

2% dari jumlah bruw atas sewa dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan hariz kecuali sewa sanah dan/atau bangunan.

2% dari jumlah bruto aias imbalan jasa teknik, jasa manajemen,

jasa konstruksi dan jssa konsultan.

2% dari jumlah bruic atas imkalan jasa lainnya, yaitu:

Jasa penilai;

. Jasa Aktuaris;

. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan kenangan;

d. Jasa perancang;

. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh

BUT;

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;



h.

1.

Ii.

.
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Jasa penambangan dan asa pf:himjang di bidang penambangan
selain migas;

Jasa penunjang di bideng peinexi:éngan dan bandar udara;

. Jasa pencbangan hutan

Jasa pengolahan limbah

. Jasa penyedia tenaga kerja

Jasa perantara dan/atau lceagenan;

Jasa di bidang perdagangin surat-surat berharga, kecuali yang
dilakukan K.SEI dan KEFEL ;

Jasa kustodimﬂpenyimp&mn—/péniﬁpan; kecuali yang dilakukan
oleh XSEI;

Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atan sulih suara;

. Jasa mixing film;

. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,

pemeliharaan dan perbaikan;

Jasa instalasi/pemasangan mesi.ﬁ, peralatan, listrik, telepon, air,
gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib
Pajak vyang roang E:Z%-mg;%mpn;}a & bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atan sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan,
listrik; telepon; air, gas; AC, ;ﬁm’a‘f@u TV kabel, selain yang

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
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konstruksi dan mempunvai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konsiruks:

t. Jasa maklon

u. Jasa penyelidikan dan keamznan;

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau even? organizer,

w. Jasa pengepakary

x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa,
media luar ruang atai: media lain untul penyampaian informasi;

y. Jasa pernbasmian hama;

z. Jasa kebersihan aiau cleaning service;

aa.Jasa katering atau tata boga.

. Untuk vang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif

PPh Pasal 23

. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumiah

penghasilan yang d%hayarkam,‘disedialqm untuk dibayarkan, atau

telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek

pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak

dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

a. Pembayaran gzji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran

lain sebagai imbalan schubungan dengan pekerjaan yang

dibayarkan oleh WP penvedia tenaga kerja kepada tenaga kerja



43

yang melakukan pekerjnan, berdasarkan kontrak dengan
pengguna jasa:

Pembayaran atas pengadaan/ pembelian barang atau material
(dibuktikan dengan faktur pembelian);

Pembayaran kepuda pibak kedua (sebagai perantara) untuk
selanjuinya dibayearkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan
faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
Pembayaran penggantian biaya  (reimbursemeny)  yaitu
penggantian pembavaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah
dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan
dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah

dibayarkan kepads pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebus tidak berfalar jika:

a.

Atas penghasilar vang dibsyarkan sehubungan dengan jasa
katering;
Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan

jasa, telah dikenzkan pajak yang bersifat final;

2.4.4 Bukan Objek Pajak PPk 2.

1. Penghasilan yang dibavar atau terutang kepada bank.

2. Sewa yang dibayarkan atan teratang sehubungan dengan sewa guna

usaha dengan hak opsi.



3. Dividen atau bagian luba yang diterimaa atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Paiak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha
Milik Negara, atau Badzn Usaha Milik Daerah, dari penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia, dengan syarat:

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi Persercan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Daerah yang mensrima dividen, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari
jumlah modal yang disctor dan harus mempunyai usaha aktif di
luar kepemilikan saham tersebut;

4, Bunga obligasi yang diterima atau‘ diperoleh perusahaan reksadana
selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan ataw pemberian
izin usaha. |

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
dari badan pasangan usaba veng didirikan dan menjalankan usaha
atan kegiatan Jdi Indonesia dengan syarat badan pasangan usaba
tersebut:

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sehior usaha yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan; dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
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6: Bisa Hasil Ussha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya. |

7. Bunga simpanzn yang tidsk meletihi batas yang ditetapkan dengan
Keputusan Meﬁteri Keuangun. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan
telah ditetapkan batas jumdlak sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulan
yang  dibaystkan  olch koéemsi kepada  anggotanya;
Atas bunge simpanan varg jum}ahny& di atas Rp. 240.060,00
dipotong PPh Pasal Z3 scbesar 15% dar seluruh bunga yang

diterima dan bersifat final.

2.4.5 Saat Terutang, Penyetoran; Dan Pelaporan
1. Pemotongan Psjak Penghasilan Pasal 23 ferutang pada akhir bulan
dilakukannya pembayaran atan pada akhir bulan terutangnya
penghasilan vang bersangkutan. ;Yamg: dimaksud dengan saat
terutangnya penghasilan vaog ber:s@gkutan adalah saat pembebanan
scbagal biaya oleh peinotong pajak sesuai dengan metode
perobukuan yang dianutnya. I
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus diseior oleh Pemotong Pajak
selambat-lambatnya tanggal ﬁeplﬁuh takwim berikuinya setelah
bulan saat terutangnya pajek.
a. Pemotong PPh Pasal 23 cﬁit%vajibkan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa selambai-lambainya 20 hari setelah Masa

Pajak berakhir.
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b. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti
pemotengan kepade orang pribadi atau badan yang dibebani

membayar Pajak Penghasilan yang dipotong,.

2.4.6 Menghitung PPh Pasal 113
Cara menghitung PPh Pasal 23 untuk masing-masing Objek Pajak
dapat dilihat pada tabel berikut,
Tabel 2.1

Pernitungan PPh Pasal 23

No. | Obyek Pemotongan; Besarnya PPh Pasal 23

1. | Dividen 15 % x jumnlah deviden

2. | Bunga, termasuk premium, diskonto, dan | 15 % x jumlah bunga
imbalan schubungar dengan  jaminan

pengembalian utang

3. | Royalti : 15 % x jumliah royalti

4. | Hadiah, penghargaan, bonus, dan | 15%x
sejenisnya szlain yang telah dipoiong Pajak
Penghasilan sebagaimans dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf ¢

5. | sewa 2% x jumlah sewa

6. | Sewa dan penghasilaz lain sshubungan | 2% x jumlah sewa
dengan penggunaan karta, kecuali sewa

dan penghasilan lain sehubungan dengan
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penggunaan harta varg telah  dikenakan
Pajak Penghasilan sebsgaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2)

7. | Imbalan schubungan dengan jasa teknik, | 2% x jumlah imbalan
jasa manajemen, jase konstruksi, jasa | (tidak termasuk PPN)

konsultan, dan jasa Iaix

Sumber : Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus

2.4.7 Contoh Perhitungan Pi’h 23
Contoh K.asus-1:
Pada tanggal 10 Mei 2012, PT Era membagikan dividen masing-masing
Rp 10,000,000 kepada 20 peme%gang sahamnya. Atfas dividen yang
dibagikan, PT Era wajib meormungut PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang
harus dipotong PT Era acdalah
a.  15% x Rp 10.000.000, = Ry 150.000,-
b. 20 xRp 150.000, = Ry 3.600.000,-
Saat terutang : dilakukan pembayzran pada tanggal 31 Mei 2010.
Saat Penyetoran : paling fambat Ié Juni 2010.
Saat Pelaporen : paling lambat 20 Juni 2010.
Contoh Kasus-2:
PT Sejahiera menerinia bunga atas penyertaan obligasi pada PT Rizqi
senilai Rp 5.500.000. Cbligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa

Efek Indonesia.
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PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Rizgi adalah :

15% x Rp5.500.000 = Rpd25.000

2.5 Tinjauan Pajak Pertambahar Milai
2.5.1 Definisi Pajak Pertambahzn Milai
Pajak Pertambahan ®ilai (PPM) adalah pajak yang dikenakan atas
setiap pertambahan nilai dari bareng atau jasa dalam peredarannya dari

produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value

Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST), PPN salah satu
jenis pajak atas konsumsi artinya PPN adalah pajak yang dikenakan
atas pengeluaran yang ditujukan uatuk konsumsi.

Menurut  Gunadi  (2002) p&ﬁzak konsumsi  berdasarkan  sudut

pendekatannya menjadi cua, yaitu:

1, Pendekatan langsung : pajak atas pengeluaran (expenditure tax),
yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi
yang merupakan hasi! penjumlahan selaruh penghasilan dikurangi
pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.

2. Pendekatan tidak langsung atzu pendekatan pajak komoditi, yaitu
pajak dikenakan atas penjualzn komoditi yang dipungut terhadap
pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkan

keadaan pembeli selaku pemikul beban pajak.
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Pajak Pertambahan MWilai merupakan pengganti Pajak Penjualan
memiliki karakteristik positif’ yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan,

yaitu:

a. Pajak Tidak Langsung
Secara ekonomis beban Pajax Pertambahan Nilai dapat dialihkan
kepada pihak lain.
b. Pajak Objektif
Timbulova kewajibzn membayar pajale sangat ditentukan oleh
adanya objek pajek. Kondisi sabjeltif pajak tidek dipertimbangkan.
. Multi-Stege Tax
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada setiap
mata rantai jalur produksi dan distribusi.
d. Non-Kumulatif
Pajak Pertambahan Milai  tidak bersifat kumulaiif walvapun
memiliki karalderisik muln;-stage tax karena PPN mengenal

adanya mekanisme pengreditan pajak masukan.

Menurat Untung Sukerdji (2005), sebagal Pajak Tidak Langsung,

pengertian PPN berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut :
1. Sudut pandang ckonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak
lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang

menjadi objek pajaic.
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2. Sudut pandang vyuridis, tanggung jawab pembayaran pajak
kepada kas Negara tidak %warada di tangan pihak vang memikul
beban pajek. Sudut pandang secara yuridis ini membawa
konsekuensi filosofi bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila
pembeli atau pengusaha jasa, pada hakikainya sama dengan telah

membayar pajak ke kas Negara.

2.5.2 Pajak Keluaran Dan Pajak Yiasukan
Mekanisme pemunguian, ;}eﬁyﬁﬁﬁn, dan pelaporan PPN ada pada
pihak pedagang atau produsen :seitﬂngga muncul istilah Pengusaha Kena
Pajak vang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor
oleh PKP, dikenal istilah pajak keluarzn dan pajak masukan,
1. Karakteristik Pajak Kelnaran
Pajak keluaran ialah pajuk yang dikenakan ketika subjek pajak
melakukan penjualan ierhadap barang kena pajak (BEP) dan ataun
jasa kena pajak (JKP) yang mgo}ozﬁg dalam barang mewah. Sebagai
salah satu jenis pajak, Pajak Pext&?mhahan Nilai (PPN) sering kali
disebut sebagai pajak objeliif. Pada PPN, hal yang pertama kali
ditekankan adalah objek pajak yang akan dikenakan, Kemudian,
subjek pajak vang terkena. Misalnya, barang-barang mewah,
kendaraan mewah, dan sebagainya. Yang pertama dikenakan adalah

tarif pada tiap-tiap barang tersebut. Kemudian, barulah wajib pajak
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. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan fetapi belum dikreditkan
dengan Fajak Kelusran paéa Masa Pajak yang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikutnye paling lama 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya Masa Pajai yang bersangkuian sepanjang belum
dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. (Pasal
9 ayat 9 UU PPHN).

. Bagi Pengusaha ¥Kena Pajak vang belum berproduksi sehingga
belum melakukan peryerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan
atas perolehan dan/ atav impor barang modal dapat dikreditkan.
(Pasal 9 ayat 2a UU PPN,

. Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun y&mgg menurut tujuan seraula tidak untuk
diperjualbelikan termasuk peﬁgeiwaran yang dikapitalisasikan ke
barang modal tersebut.

. Pajak Masukan yang dikreditkan heros menggunakan Faktur Pajak
yang memenuhi persvaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (5) dan ayat (9). (Pasal 9 ayat 22 UU PPN).

. Pajak Masukan yang dibayar ﬁntuk perolehan BKP dan/ atau JKP
harus dikreditkan dengan P‘ajaki Keluaran di tempat Pengusaba Kena
Pajak dilukuhkan. Contob : alamat di Faktur Pajak sama dengan
alamat di Surat Kussa penguluhan, Dalam hal impor BKP, DJP
karena jabatan atau berdasarkan permohonan terfulis dari PKP dapat

menentukan tempat lain selain tempat dilakukannya impor BKP
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vengkreditan Pajak Masukan: {?M dikreditkan di tempat PKP
dikukuhkan, Dikukuhkan di b@bempa tempat maka dapat memilih).

7. Apabila dalam: suatu Masa Pgjak, Pajak Keluvaran lebih besar
daripada Pajak Masukan, @ﬁﬂmii‘nl}';a merupakan Pajak Pertambahan
Nilai yang harus disetor oleh I’eaﬁgusalm Kena Pajak. Penyetoran
Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus
dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya
Masa Pajak dan sebelurn Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai disampaikan. Sumt Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilat disempaiken paling lama akhir bulan berilutnya
setelah berakhimya Masa I'sjak. (Pasal 9 ayat 3 UU PPN).

8. Apabila dalam suatu Masa Pajek, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan lebih besar ﬁmip&da Pajak Keluaran, selisihnya
merupakan kelebihan pajak yvang dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya (Pasal 9 aya: 4 UU PPN).

Atas kelebihan Pajak Masuken tersebut dapat diajukan permohonan
pengembalian pada akhir talnn buku. Termasuk dalam pengertian akhir
tahun buku dalam ketentuan ini adai,%slh Masa Pajak saat Wajib Pajak

melakukan pengakhiran usahe (bubar). (Pasal 9 ayat 4a UU PPN).




